SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAIIUN 2020

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

Menimbang

> |

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

bahwa Negara menjamin  dan  mewnjudkan pelindungan,
pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia serta
kebebasan dasar sebagai martabat vang melekat pada dirn setiap
warga . ncgara termasuk penyandang disabilitas secara penuh
dan setara;

bahwa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara  Penyandang  Disabilitas  belurn  sepenuhnya
mendapatkan hak dan kescmpatan vang sama dengan warga
masyarakal lainnya, oleh karena itu perlu upaya untuk
mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi Penyandang
Disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan
tanpa  diskriminasi merupakan tanggungjawab seluruh
komponen  bangsa termasuk  Pemerintah  Daerah  dan
masyarakat;

bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor & Tahun
2016 tentang Penvandang Disabilitas, diperlukan produk hukum
daerah yang dapat menjamin pelaksanaan pelindungan dan
pemenuhan hak penvandang disabilitas;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Pelindungan dan Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas;



Mengingat

=

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa
Tengah,

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonecsia
Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4967);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan
Convention on The Rights of Persons with Disabilities (Konvensi
Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas) (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 107, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Numor 5251};
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomaor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 587 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Penyandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nemar 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6368);



O. Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2019 tentang

Perencanaan, Penyelenggaraan, Dan Evaluasi Terhadap
Penghormatan, Pelindungan, Dan Pemenuhan Hak Penyvandang
Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 6399),

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2014

tentang Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas (Lembaran

Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN

Menetapkan :

dan
BUPATI GEOBOGAN

MEMUTUSEAN :

PERATURAN DAERAH TENTANG PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN
HAK PENYANDANG DISABILITAS.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Hagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Grobogan.

Bupati adalah Bupati Grobogan.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yvang menjadi kewenangan daerah otonom.
Perangkat Dacrah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwzkilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan

pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
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Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami

keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam

jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan

dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi
secara penuh dan efeltif dengan warga negara lainnya
berdasarkan kesamaan hak.

Hak Penyandang Disabilitas adalah scperangkat hak yang
melekat pads hakikat dan keberadaan Penvandang Disabilitas
sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan
anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan
dilindungi oleh negara, hukum, pemerintall, dan setiap orang
demi kchormatan serta pelindungan harkat dan martabat
manusia,

Kesamaan Kesempatan adalah keadaan yang memberikan
peluang dan/atau menyediakan akses kepada Penyandang
Disaubilitas  untuk menyalurkan polensi dalam segala aspek
penyelenggaraan negara dan masyarakat.

Diskriminasi adalah  sctiap pembedaan,  pengecualian
pembatasan, pelecehan, alau pengucilan atas dasar disabilitas
yang bermaksud atau berdampak pada pembatasan atau
peniadaan pengakusan, penikmatan, atau pelaksanaan hak
Penyandang Disabililas.

Penghormatan adalah sikap menghargai atau menerima
keberadaan Penyandang Disabilitas dengan segala hak yang
melekat tanpa berkurang.

Pelindungan adalah upaya yang dilakukan secara sadar untuk
melindungi, mengayomi, dan memperkuat Hak Penyandang
Disabililas.

Pemenuhan adalah upava vang dilakukan untuk memenuhi,
melaksanakan dan mewujudkan Hak Penyandang Disabilitas.
Pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas adalah
segala tindakan dan/atau kegiatan untuk menjamin dan
melindungi hak konstitusional para penvandang disabilitas
sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta
terhindar dari tindak kekerasan dan diskriminasi.

Sctiap orang adalah orang perseorangan atau Kkorporasi, baik

vang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum,
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Masyarakat adalah masyarakat Daerah.

Peran serta Masyarakat adalah proses keterlibatan masyarakat
dalam upaya pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang
Disabilitas.

Derajat Disabilitas adalah tingkat berat ringannya keadaan
Disabilitas yang disandang seseorang.

Pendidikan adalah wusaha sadar dan terencana untuk
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar
peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang
diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
Penvelenggaraan Pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan
komponen sistem pendidikan pada satuan atau program
pendidikan pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan agar proses
pendidikan dapat berlangsung sesual dengan tujuan pendidikan
nasional.

Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan
pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk
memenuhi kebutuhan sendir: maupun untuk masyarakat,

Unit Layanan Disabilitas adalah bagian darl satu institusi atau
lembaga vang berfungsi scbagai penyedia layanan dan fasilitas
untuk Penyvandang Disabilitas,

Kewirausahaan adalah kemampuan Penyandang Disabilitas
dalum menangani usaha atau kegiatan yang mengarah pada
upaya mencari, menciptakan serta meningkatkan efisiensi dalam
rangka memberikan pelayanan yang lebih baik dan/atau
memperoleh keuntungan.

Rehabilitasi edalah proses refungsionalisasi dan pengembangan
diri  untuk memungkinkan Penyandang Disabilitas dan
masyarakat mampu melaksanakan fungsi dan peran sosialnya
secara wajar dalam kehidupan masyarakat.

Rehabilitasi Sosial adalah kegiatan pelayanan sosial secara utuh
dan terpadu melalui pendekatan fisik, mental dan sosial agar

Penyandang Disabilitas dapat melaksanakan fungsi sosialnya

secara optimal dalam hidup bermasyarakat.



24,

25,

26.

28.

29,

30.

a1,

Rehabilitasi Medik adalah kegiatan pelayanan kesehatan secara
utuh dan terpadu melalui tindakan medik agar Penyandang
Disabilitas dapat mencapai kemampuan [ungsionainya
semaksimal mungkin.

Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin
seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar
hidupn}ra yang layak.

Pemberdayaan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan
untuk menjadikan Penyandang Disabilitas vang mengalami
masalah sosial agar dapat mempunyai daya, sehingga mampu
memenuhi kebutuhan dasarnya.

. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk

mencegah dan menangani risiko dari guncangan dan kerentanan
sosial.

Bantuan Sosial adalah upaya pemberian bantuan kepada
Penyandang Disabilitas yang tidak mampu yang bersifat tidak
letap, agar mercka dapat meningkatkan taraf kesejahteraan
sosialnya.

Aksesibilitas adalah kemudahan vang disediakan untuk
Penyandang Disabilitas guna mewujudkan  Kesamaan
Kesempatan,

Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan
dalam. rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga
negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan
administratil vang disediakan oleh penyelenggara pelayanan
publik,

Komite Peclindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disabilitus yang selanjutnya disingkat KP2HPD adalah lembaga
independen yang mempunyai kedudukan hukum dan
melaksanakan fungsi pengkajian dan penelitian, penyuluhan,
dan pemantauan dalam rangka pelindungan dan pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas di Daerah.



Bagian Kedua
Azas

Pasal 2

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas

brerazaskan :

o g

o T T - S

=
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H

Penghormatan terhadap martabat;

oroniormi individu;

tanpa Diskriminasi;

partisi.pasi penuh;

keragaman manusia dan kemanusiaary;

Kesamaan Kesempatan;

kesetaraan,

Aksesibilitas;

kapasitas yang terus berkembang dan identitas anak;
inklusif; dan

perlakuan khusus dan Pelindungan lebih.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 3

Pelaksanaan dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas

bertujuan:

.

mewujudkan Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak asasi manusia serta kebebasan dasar
Penyandang Disabilitas secara penuh dan setara;

menjamin upava Penghormatan, pemajuan, Pelindungan, dan
Pemenuhan hak sebagai martabat vang melekat pada diri
Penyandang Disabilitas;

mewujudkan taral kehidupan Penyandang Disabilitas yang lebih
berkualitas, adil, sejahtera lahir dan batn, mandiri, serta
bermartabat;

melindungi Penyandang Disabilitas dari penclantaran dan
eksploitasi, pelecehan dan segala tindakan diskriminatif, serta

pelanggaran hak asasi manusia; dan



e. memastikan pelaksanaan upaya Penghormatan, pemajuan,
Pelindungan, dan Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
untuk mengembangkan diri serta mendayagunakan seluruh
kemampuan sesuai bakat dan minat yang dimilikinya untuk
menikmati, berperan serta berkontribusi secara optimal, aman,
leluasa, dan be-martabat dalam segala aspek kehidupan

berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Dacrah ini meliputi ;

a. ragam penvandang disabilitas,

o

pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas;

peran scrta masyarakat;

o

koordinasi,
kerjasama,
KP2HPD,

pembinaan dan pengawasan;

o oo

penghargaan;

pembiayvaan;

j. larangan;

EAB Il
RAGAM PENYANDANG DISABILITAS

Pasal 5

(1) Ragam Penyandzang Disabilitas meliputi :
a. penyandang disabilitas fisik;
b. penyandang disabilitas intelektual;
c. penyandang disabilitas mental; dan
d. . penyandang disabilitas sensarik.

(2) Ragam Penvandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dapat dialami secara tunggal, ganda, atau multi dalam
jangka waktu lama yang ditetapkan oleh tenaga medis sesual

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



(1)
{2)

(3)

BAB IV
PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG
DISABILITAS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

Setiap orang wajib menghormati hak Penyandang Disahilitas,
Penvandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada avat (1)
memiliki hak :

hidup;

B

bebas dari stigma,

privasi;

poo

keadilan dan perlindungan hukum;
pendidikan;
pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi;

kesehatan;

5o o

politik;

ks

keagamaan;

j. + keolahragaan,

k. kebudavaan dan pariwisata,
1. kesejahreraan sosial;

m. Aksesibilitas,

pelayanan publik;
pelindungan dar bencana,
habilitasi dan rehabilitasi

konscsi;

N e g2 o

pendalean;

W

hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat;

t. berekspresi, berkomunikasi, dan memperoleh informasi;

u. berpindah tempal dan kewarganegaraan; dan

v. bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran, penyiksaan,
dan eksploitasl.

Selain hak Penvandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada

avat (2], perempuan dengan disabilitas memiliki hak :

a. atas kesehatan reprodulksy;

h. menerima alau menolak penggunaan alal kontrasepsi;



¢. mendapatkan Pelindungan lebih dari perlakuan Diskriminasi
berlapis; dan

d. untuk mendapatkan Pelindungan lebih dari tindak
kekerasan, termasuk kekerasan dan eksploitasi seksual.

(4) Selain hak Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada
ayat (2), anak penyandang disabilitas memiliki hak :

a. mendapatkan Pelindungan khusus dari Diskriminasi,
penelantaran, pelecchan, cksploitasi, serta kekerasan dan
kejahatan seksual,;

b. mendapatkan perawatan dan pengasuhan keluarga atau
keluarga pengganti untuk tumbuh kembang secara optimal;

¢. dilindungi kepentingannya dalam pengambilan keputusan;

d. perlakuan anak secara manusiawi sesuai dengan martabat
dan hak anak;

¢. Pemenuhan kebutuhan khusus;

f. perlakuan vang sama dengan anak lain untuk mencapai
integrasi sosial dan pengembangan individu; dan

g. mendapatkan pendampingan sosial.

Bagian Kedua
Hak Hidup

Pazal 7

Hak hidup untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

a. atas penghormatan integritas;

b. tidak dirampas nyawanya,

¢. mendapatkan perawatan dan pengasuhan yang menjamin
kelangsungan hidupnya;

d. bebas dari penelantaran, pemasungan, pengurungan, dan
pengucilan;

e. bebas dari ancaman dan berbagai bentuk eksploitasi; dan

. bebas dari penyiksaan, perlakuan dan penghukuman lain yang

keiam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia.

10



Bagian Ketiga
Hak Bebas dari Stigma

Pusal 8

Hak bebas dari stigma meliputi hak bebas dari pelecehan, bebas

dari penghinaan dan bebas dari pelabelan negatif terkail kondisi

Disabilitasnya.

Bagian Keempatl
Hak Privasi

Pasal 9

Hak Privasi untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

a. diakui sebagai manusia pribadi yang dapat menuntut dan
memperoleh perlakuan serta Pelindungan yang sama sesuai
dengan martabat manusia di depan umum,

b. membentuk sebuah Kkeluarga dan melanjutkan keturunan
melalul perkawinan yang sah;
penghormatan rumah dan keluarga;

d. mendapat Pelindungan terhadap kehidupan pribadi dan
keluarga; dan

e, dilindungi kerahasiaan atas data pribadi, surat-menyurat, dan
benluk komunikasi pribadi lainnya, termasuk data dan

informasi kesehatan.

Bagian Kelima
Hak Keadilan dan Pelindungan Hukum

Pasal 10

Hak Keadilan dan Pelindungan Hukum untuk Penyandang

Disabilitas meliputi hak :

a. atas perlakuan yang sama di hadapan hukum;

b, diakui sebagai subyek hukum;
memiliki dan mewarisi harta bergerak atau tidak bergerak;

d. mengendalikan masalah keuangan atau menunjuk orang untuk
mewakili kepentingannya dalam urusan keuangan;

e. memperoleh akses terhadap pelayanan jasa perbankan dan

nonperbankan;

11



f. memperoleh penyediaan Aksesibilitas dalam pelayanan peradiian,

g, atas Pelindungan dari segala tekanan, kekerasan, penganiayaan,
Diskriminasi, dan/atau perampasan atau pengambilalihan hak
milik;

h. memilih dan menunjuk orang untuk mewakili kepentingannya
dalam hal keperdataan di dalam dan di luar pengadilan; dan

i. dilindungi hak kekayaan intelektualnya.
Pasal 11

Bupati dapat bekerjasama dengan lembaga bantuan hukum
tertent untuk menyediakan bantuan hukum kepada Penyandang
Disabilitas yang terlibat permasalahan hukum dalam setiap
pemeriksaan pada setiap lembaga pencgak hukum dalam hal

keperdataan dan/atau pidana sesual dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.
Pasal 12

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang sosial bertanggung jawab :
a, menyediakan sarana dan prasarana yang diperlukan
Penyandang Disabililas yang terlibat permasalahan hukum;
b. memberikan fasilitas penyelesaian permasalahan hukum
bagi Penyandang Disabilitas:
¢, melakukan sosialisasi dan edukasi publik kepada
Masyarakat dan aparatur negara tentang Pelindungan
Penvandang Disabilitas;
d. memberikan layanan konseling bagi Penyandang Disabilitas
vang terlibat masalah hukum; dan
c. memberikan fasilitas Rehabilitasi kepada Penyandang
Disabilitas yang mengalami permasalahan hukum;
(2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimalksud
pada ayat (1), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang sosial dapat bekerja sama dengan unit

kerja pada Pemerintah Daerah yang membidangi hukum.

12



(3) Pelaksanaan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan sesual dengan kewcenangan dan kemampuan

keuangan Daerah.

Bagian Keenam
Hak Pendidikan

Pasal 13

Hak Pendidikan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

a. Mendapatkan pendidikan wvang bermutu pada satuan
pendidikan di semua jenis, jalur, dan jenjang pendidikan secara
inklusil dan khusus;

b, mempunyai Kesamaan Kesempatan untuk menjadi pendidik
atau tenaga kependidikan pada samuan pendidikan disemua
jenis, jzlur, dan jenjang pendidikan;

¢. mempunyai Kesamaan Kesempatan scbagai penyelenggara
pendidikan yang bermuiu pada satuan pendidikan di semua
jenis, jalur, dan jenjang pendidikan; dan

d. mendapatkan Akomodasi vang layak sebagal peserta didik.
Pasal 14

(1) Pemerintah Daerah wajib melaksanakan penyelenggaraan
Pendidikan Inklusif bagi Penvandang Disabilitas.

(2) Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada avat
(1) daﬁat dilaksznakan oleh masyarakat.

(3) Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana dimalksud pada ayat
{Ej dapat memperoleh bantuan dari Pemerintah Daerah berupa

a. bantuan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan

evaluasi;

b, bantuan dalam penerimaan identfikasi dan penilaian,
prevensi, intervensi, kompensatoris dan layanan adwvokasi
peserta didik; dan

c. bantuan dalam melakukan modifikasi kurikulum, program
pendidikan individual, pemhelajaran, penilaian, media, dan

sumber belajar serta sarana dan prasarana yang mudah
diakses.

13



Pasal 15

Setiap Penyelenggara Pendidikan wajib :

d.

(1)

memberikan hak, kesempatan dan perlakuan yang sama dalam
Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas sesuai dengan jalur,
jenis, dan jemang pendidikan serta disesuaikan dengan
kemampuan dar Penyandang Disabilitas;

menyelenggarakan pendidikan bag Penyandang Disabilitas
melalui Sistem Pendidikan Inklusif

menyediakan beasiswa kepada Penyandang Disabilitas dan/atau
anak dari Penyandang Disabilitas pada setiap jalur, jenis, dan
jenjang pendidikan; dan

menyediakuan sarana dan prasarana serta tenaga pendidik yang
memadal sesuai kebutuhan peserta didik Penyandang

Disahilitas,
Pasal 16

Peluksanaan  penyelenggaraan  pendidikan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dilakukan oleh Perangkat

Daerah yang menvelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
pendidikan.

(2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:

a. menjamin ferselenggaranya pendidikan inklusif pada jenjang
pendidikan tingkat dasar:

b. menyelenggarakan Pendidikan bagi Penyandang Disabilitas
melalui penyediaan :

1. sarana dan prasarana belajar mengajar yang mudah
diakses;

7. tenaps pendidik pendamping Disabilitas sesual
kebutuhan dan jumlah peserta didik Penyandang
Disabilitas:

4. pengembangan dan pemngkatan kualitikasi  guru
kelas/guru mata pelajaran sesuai kompetensi pelayanan
Disabilitas; dan/aldu

4. layanan Pendidikan.

c. melakukan penyiapan lingkungan sekolah Inklusif; dan

14



(1)

(2)

1)

4. menjamin terwujudnya sumber daya Pendidikan Inklusif
dengan memfasilitasi terscdianya sumber daya pendamping

khusus pada satuan Pendidikan Inklusif sesuai kebutuhan.
Pasal 17

Tenaga Pendidik scbagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2)

huruf b angka 2 harus memiliki kompetensi untuk mengelola

sistem pembelajaran pada penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Pemenuhan tenaga pendidik yang berkompeten sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui :

a. pelatihan dalam kegiatan kelompok kerja tenaga pendidik
sekolah reguler;

b. pelatihan dalam musyawarah tenaga pendidik mata
pelajaran;

c. pelatthan dalam kegatan kelompok kerja kepala sckolah
reguler;

d. pelatihan yang dilakukan khusus untuk tenaga pendidik
sekolah reguler:

e. bantuan guru pembimbing khusus dari Pemerintah Provinsi;

f. program sertifikasi pendidikan khusus untuk tenaga

- pendidik sekolah reguler;

g. pemberian bantuan beasiswa pada bidang pendidikan
khusus bagi tenaga pendidik sekolah reguler;

h. tugas bhelajar pada program Perndidilkan Khusus bagi tenaga
pendidik sekolah reguler; dan/atau

i. pengangkatan tenaga pendidik pembimbing khusus.
Pasal 18

Bupati membentuk Unit Layanan Disabilitas sebagai pendukung
penyvelengearaan Pendidikan Inklusif tingkat dasar,

Unit Layvanan Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
merupakan lembaga ad hoc pada Perangkat Daerah wyang

menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
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(3)

Ketentuan lebih lanjut mengenai Unit Layanan Disabilitas

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan

Bupati.

Bagian Ketujuh
Hak Pekerjaan, Kewirausahaan, dan Koperasi

Pasal 19

Hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi untuk Penyandang

Disabilitas meliputi hak :

&l.

b,

o g0

=

(<)

memperoleh pekerjaan yang diselenggarakan oleh Pemernintah,
Pernerintah Daerah, atau swasta tanpa Diskriminasi;
memperoleh upah yang sama dengan tenaga kerja yang bukan
Penvandang Disabilitas dalam jenis pekerjaan dan tanggung
jawab yang sama;

memperoleh Akomodasi yang Layak dalam pekerjaan;

tidak diberhentikan karena alasan Disabilitas;

mendapatkan program kembali bekerja;

penempaltan kerja yang adil, proporsional, dan bermartabat;
memperoleh kesempatan dalam mengembangkan jenjang karier
serta segala hal normatif yang melekat di dalamnya; dan
memajukan usaha, memiliki pekerjaan sendiri, wiraswasta,

pengembangan koperasi, dan memulai usaha sendiri.

Pasal 20

Perangkat Daerzh vang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang ketenagakerjaan melaksanakan program sosialisasi

dan penyadaran hak pekerjaan bagi Penyandang Disabilitas

kepada pelaku usaha dan masyarakat.

Perangkat Daerah vang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang ketenagakerjaan menyediakan sistem informasi yang

merijamin :

a. tersebarnya informasi mengenal lapangan kerja dan potensi
tenaga kerja disabilitas kepada pemerintah, masyarakat,

perusahaan dan/atau penyedia lapangan kerja; dan
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b, pemerintah, masyarakat, perusahaan dan/atau penyedia
lapangan kerja memberikan informasi peluang kerja kepada

tenaga kerja Penyandang Disabilitas.

Pasal 21

(1} Pemerintah Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah wajib
mempekerjakan paling sedikit 2% (dua persen) Penyandang
Disabilitas dari jumlah pegawai atau pekerna.

(2) Perusahaan swasta wajib mempekerjakan paling sedikit 1%
[satu persen) Penyandang Disabilitas damn jumlah pegawai atau

pekerja.

Paszal 22

Pemerintah Daerah, Perusahaan Daerah, dan Perusahaan Swasta di
Daerah memberikan fasilitas kerja vang mudah diakses sesuai

dengan kebutuhan tenaga kerja dengan kedisabilitasannya.
Pasal 23

(1) Perangkat Daerah vang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di  hidang ketenagakerjaan wajib melakukan perluasan
kesempatan kerja bagi tenaga kerja Penyandang Disabilitas
dalam bentuk usaha mandiri yang produktif dan berkelanjutan.

(2) Perluasan kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada avat
(1) dilakukan dengan :

a. upaya penguatan dan pengembangan wusaha ekonomi
penyandang Disabilitas melalui kerjasama dan kemitraan
dengan pelaku usaha;

b. mengikutsertakan pelaku usaha yang menyandang
Disabilitas dalam pameran produk dan pemasaran,

¢. mengoordinasikan pelaku usaha untuk mengalokasikan
sebagian proses produksi dan/atau distribusi produk
usahanya kepada tenaga kerja Penyandang Disabilitas; dan

d. memberikan pembinaan terhadap usaha mandiri dari aspek

manajemen, produksi, dan pemasaran,
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(1)

(2)

(3

Pasal 24

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang ketenagakerjaan bertanggung jawab memfasilitasi
Penyandang Disabilitas yang memiliki keterampilan dan/atau
keahlian untuk melakukan usaha sendiri dan/atau berkelompok
dengan cara mermberikan bantuan berupa modal usaha.

Modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat
berupa:

a. pendanaan/permodalan;

b. sarana dan prasarana;

c. informasi usaha;

d. | kesempatan berusahs;

e. promosidan pemasaran; dan/atau

f. dukungan kelembagaan.

Keten-fuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan
modal usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam

Peraturan Bupati.
Pasal 25

Perangkat Daerah yang menvelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang koperasi bertanggung jawab memfasilitasi Penyandang
Disabilitas vang memiliki keterampilan dan/atau keahlian untuk
melakukan usaha dalam bentuk Koperasi,

Fasilitasi scbagaimana dimaksud pades ayat (1) dapat dilakukan
dengan cara memberikan bantuan berupa :

a. permodalan;

k. sarana dan prasarana;

c. informasi tentang koperasi;

d. kesempatan untuk membangun koperasi; dan/atau

e. dukungan kelembagaan.

Ketentuan lebih Jlanjut mengenai tata cara fasilitasi usaha
sebagaimana dimaksud pada ayat (2] diatur dalam Peraturan

Bupali.
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Bagian Kedelapan
Hak Kesehatan

Pasal 26

Hak keschatan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

a.

memperoleh informasi dan komunikasi yang mudah diakses
dalam pelayanan kesehatan;

memperoleh kesamaan dan kesempatan akses atas sumber daya
di bidang kesehatan;

memperoleh kesamaan dan kesempatan pelayanan kesehatan
yang amarn, bermutu, dan terjangkau;

memperoleh kesamaan dan kesempatan secara mandiri dan
bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan
yang diperlukan bagi dirinya;

memperoleh Alat Bantu Kesehatan berdasarkan kebutuhannya;
mempercleh obat yang bermutu dengan efek samping yang
rendah:

memperoleh Pelindungan dari upaya percobaan medis; dan
memperoleh Pelindungan dalam penelitian dan pengembangan

kesehatan yang mengikutsertakan manusia sebaguai subjek.

Pasal 27

Seluruh fasilitas pelayanan kesehatan wajib :

a.

menerima pasien Penyandang Disabilitas;

menyediakan dan memberikan layanan kesehatan tanpa
Diskriminasi; dan

menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan rehabilitasi medis
sesuai dengan kebutuhan, ragam disabilitas, standard dan

ketentuan peraturan perundang-undangan,
FPasal 28

Pelayanan kesehatan bagi Penyandang Disabilitas harus
diberikan oleh tenaga kesehalan yang memiliki kompetensi dan

kewenangan untuk melakukan pelayanan terhadap Penyandang

Disabilitas.
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(2) Tenaga kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah

(4)

(1)

(2]

tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan
dalam pelayanzar, kesehatan bagi Penvandang Disabilitas dari
fasilitas kesehatan tingkat pertama sampai ke tingkat lanjut.
Dalam hal tenaga keschatan yang memiliki kompetensi dan
kewenangan dalam pelayanan kesehatan bagi Penyandang
Disabilitas belum tersedia, tenaga kesehatan yang ada di
fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama wajib merujuk
kepada tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan
kewenangan dalam pelayanan Lkesehatan bagi Penyandang
Disabilitas pada [asilitas pelayanan kesehatan lain.

Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3] dapat dilakukan
dalam bentuk pengiriman pasien dan spesimen, dan melalui

telemedisin.
Pasal 29

Perangkat Daerah yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan bertanggung jawab menyelenggarakan
pelatihan tenaga keschatan agar mampu memberikan pelayanan
kesehatan bagi Penvandang Disabilitas.

Tenaga kesehatan dalam melakukan tindakan medis wajib
mendapatkan persetujuan dari Penyandang Disabilitas sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sepgala tindakan medik kepada pasien Penyandang Disabilitas
mental dilaksanakan sesuai dengan Lketentuan peraturan

perundang-undangarn.
Pasal 30

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehatan wajib menjamin ketersediaan pelayanan
kesehatan vang dibutuhkan oleh Penyandang Disabililas sesuai
dengan kebutuhan dan ragam disabilitasnya.

Ketersediaan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan oleh
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dirancang untuk meminimalkan hambatan dan mencegah

20



(3]

(1}

(2)

terjadinva Disabilitas lebith lanjut sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Perangkat Daerah vang menyelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang kesehaman wajib menjamin ketersediaan perbekalan

kesehatan bagi Penvandang Disabilitas.
Pasal 31

Penyelenggara pelayanan  kesehatan wajib  menyediakan
pelayanan informasi tentang Disabilitas.

Layvanan informasi scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
termasuk memberikan informasi mengenai rujukan rehabilitasi

lanjutan yang tersedia bagi Penyandang Disabilitas.

Bagian Kesembilan

Hak Politik

Pasal 32

Hak Politik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

=1

memilih dan dipilin dalam jabatan publik;

menvalurkan aspirasi politik baik tertulis maupun lisan;

memilih partai politik dan/atau individu yang menjadi peserta
dalam pemilihan umum;

memhbentuk, menjadi anggota, dan/atau pengurus organisasi
masyarakat dan;/atau partai politik;

membentuk dan bergabung dalam organisasi Penvandang
Disabilitas dan untuk mewakili Penyandang Disabilitas pada
tingkat lokal, nasional, dan internasional;

berperan serta secara aktif dalam sistem pemilihan umum pada
semua tahap danyatau bagian penyelenggaraannya;

memperoleh Aksesibilitas pada sarana dan  prasarana
penyelenggaraan pemilihan umum, pemilihan gubernur, bupati
dan pemilihan kepala desa; dan

memperoleh pendidikan politil.
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Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah wajib menjamin Penyandang Disabilitas
dapat berpartisipasi secara efektif dan penuh dalam kehidupan
politik dan publik secarza langsung atau melalui perwakilan,

(2) Pemerintah Daerah wajib menjamin hak dan kesempatan bagi
Penyandang Disabilitas untuk memilih dan dipilih.

(3) Penyandang Disabilitas berhak untuk menduduki jabatan
publik.

Pasal 34

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk :

a. memfasilitasi proses penyampaian pendapat oleh Penyandang
Disabilitas melalu1 keikutsertaan individu dan/atau organisasi
Penyandang Disabilitas dalam kepiatan perencanaan program
pada tingkat desa, tingkat kecamatan dan tingkal Daerah;

b. menyediakan fasilitas dan alat bantu yang mudah diakses
sesual dengan derajat kedisabilitasan dalam proses pemilihan
umum atau sejenisnya; dan

c. memberikan kesempartan kepada Penyandang Disabilitas untuk
dapat berpartisipasi sebagai penyvelenggara dalam pemilihan

umuIm atau sejenisnya.

Bagian Kesepuluh

Hak Keagamaan
Pasal 35

Hak keagamaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

a. memeluk agama dan kepercayaan masing-masing dan beribadat
menurut agama dan kepercayaannya,

b. memperoleh kemudahan akses dalam memanfaatkan tempat
peribadatan;

c. mendapatkan kitab suci dan lektur keagamaan lainnya yang

mudah diakses berdasarkan kebutuhannya;
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d.

e,

mendapatkan pelayanan sesual dengan kebutuhsn pada saat
menjalankan ibadat menurut agama dan kepercayaannya; dan

berperan akrif dalam organisasi keagamaan.

Bagian Kesebelas

Hak Keolahragaan

Pasal 36

Hak Keolahragaan untuk Penyandang Disabilitas meliputi halk ;

el.

(2)

melakukan kegiatan keolahragaan,

mendapatkan penghargaan yang sama dalam kegiatan
keolahragaan,

incmperolel pelayanan dalam kegialan keolahragasn;
memperoleh sarana dan prasarana keclahragaan yang mudah
diakses;

memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga;

memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan,
cdan pengembeangan dalam kcolahragaan,

menjadi pelaku keolahragaan;

mengembangkan industri keolahragaan; dan

meningkatkan prestasi dan mengikuti kejuaraan di semua
tingkatan.

Pasal 37

Perangkat Daerah vang menyelenggarakan urusan pemerintahan

di bidang Keolahragaan berkewajiban untuk :

a. menyediakan tempat clahraga khusus dan fasilitas khusus
vang mudah diakses bagi Penyandang Disabilitas; dan

b, membina dan mengembangkan olahraga bagi Penyandang
Disabilitas wvang dilaksanakan dan diarahkan untuk
meningkatkan kesehatan, rasa percaya din, dan prestasi
Penyandang Disabilitas dalam olahraga.

Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud

pada ayvat (1) huraf b diselenggarakan pada lingkup olahraga

pendidikan, colahraga rekreasi, dan olahraga prestasi
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berdasarkan jenis olahraga bagi Penyandang Disabilitas dan
scsual jonis, dereyat Kedisabilitasail, dau kewaiupuannye.
(3) Pembinaan dan pengembangan olahraga bagi Penyandang
MNisakilitas arhagnimana Airmalzend pada ayat (2],
diselenggarakan melalui kegiatan .
pengenalan olahraga;

b. penataran,

. pelatihan olahraga;

d. kompetisi berjenjang dan berkelanjutan; dan

e. turnamen baik di tingkat Daerah, Provinsi, Nasional maupun
internasional.

(1] Dalam melakukan pembinaan dan pengembangan olahraga bagi
Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan
organisasi/ perkumpulan olahraga Penyandang Disabilitas.

(5) Turnamen sebagaimana dimaksud pada ayat (3] hurul e
dilakukan secara berjenjang paling sedikit 1 (satu) kali setiap

tahun.

Bagian Kedua Belas

Hak Kebudayaan dan Pariwisata
Pasal 38

Hak Kebudavaan dan Pariwisata untuk Penyandang Disabilitas

meliputi hak :

a. memperoleh kesamaan dan kesempatan untuk berpartisipasi
secara aktif dalam kegiatan seni dan budaya;

b. memperoleh kesamaan kesempatan untuk melakukan kegiatan
wisata, melakukan usaha pariwisata, menjadi pekerja
pariwisata, dan/atau berperan dalam proses pembangunan
pariwisata;

c. mendapatkan kemudahan untuk mengakses, perlakuan, dan
Akomodasi vang layak sesual dengan kebutuhannya sebagai
wisatawan; dan

d. mendapatkan pengakuan dan dukungan atas identitas budaya
dan linguistik.
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Pasal 39

Perangkat Daerah yvang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang kebudayaan dan pariwisata berkewajiban untuk :

a. mengoordinasikan dan memfasilitasi pengembangan budaya dan
pariwisata bagi Penyandang Disabilitas;

b. menyediakan fasilitas kebudayaan dan kepariwisataan yang
mudah diakses bagl Penyandang Disabilitas; dan

c. menyelenggarakan pemenuhan hak bagi seniman, budayawan

dan pelaku wisata Penyandang Disabilitas.

Bagian Ketiga Belas
Hak Kesejahteraan Sosial

Paragrafl 1
Umum

Pasal 40

Hak kesejahleraan sosial unltuk Penyandang Disabilitas meliput
hak rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan

perlindungan sosial.
Pasal 41

(1) Pemenuhan terhadap Hak Kesejahteraan Sosial sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 40 dilaksanakan oleh Perangkat Daerah
yang menyelenggaralkan urusan pemerintahan di bidang sosial.

(2) Kesejahteraan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditujukan kepada :

a. perseorangan;
b. keluarga;
c. kelompok; dan/atau

d. masvarakat.

25



Paragraf 2
KEehabilitasi Bosial

Pasal 42

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang sosial wajib membangun Shelter /| Rumah Singgah sebagai
sarana untuk proses Rehabilitasi Sosial sebapaimana dimaksud

dalam Pasal 40 bagi Penyandang Disabilitas.
Pasal 43

(1) Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
diselenggarakan dalam lingkungan -
a. perseorangan;
b, keluarga;
c. masyarakat; dan/atau
d. panti Sosial.

{2) Rehabilitasi BSosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui kegiatan :

a. motivasi dan diagnosis psikososial;

b, perawalan dan pengasuhan;

c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
d. bimbingan mental spiritual;

€. bimbingan [isik;

f. bimbingan sosial dan konseling psikososial:

g. pelayanan Aksesibilitas;

h. bantuan dan asistensi sosial;

[

bimbingan resosialisasi;
j. bimbingan lanjut; dan
kK. rujukan.

(3) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud pada avat (1)
dilaksanakan secara persuasif, motivatif, dan koersil oleh

keluarga, masyarakat, dan institusi sosial.
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Paragrafl 3

Jaminan Sosial
Pasal 44

(1) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40
diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyandang Disabilitas
miskin atau yang tidak memiliki penghasilan.

(2) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
dalam bentuk asuransi kesejahteraan sosial, bantuan langsung
berkelanjutan, dan bantuan khusus.

(3) Bantuan Ikhusus sebagoimana dimaksud pada ayat (2)

]
mencakup pelatihan, konseling, perawatan sementara, atau

bantuan lain vang berkaitan,
Pasal 45

Asuransi kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
44 ayat (2) diberikan dalam bentuk bantuan Pemerintah Daerah

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Pasal 46

(1) Bantuan langsung berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 44 ayat (2] diberikan kepada Penyandang Disabilitas yang
hidupnya bergantung sepenuhnya kepada orang lain.

(2) Bantuan langsung berkelanjulan scbugaimana dimaksud pada
ayal (1] dibenkan dalam bentuk :

a. uang tunai bagi Penyandang Disabilitas yang berada dalam
keluarga dan masyarakat; atau

b. pelayvanan bagi Penvandang Disabilitas yang berada dalam
institusi sosial.

(3} Ketentuan lebih  lanjut mengenai bantuan langsung
berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur

dalam Peraturan Bupati.
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Paragral 4
Pemberdayaan Sosial

Pasal 47

(1) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40

dilakukan ole= Pemerintah Daerah melalui :

a.
b.
C.
dq.
e.

(2) Pemberdayaan

peningkatan kemauan dan kemampuan;

penggalian potensi dan sumber daya;

penggalian nilai dasar;

pemberian akses, dan/atau

pemberian bantuan usaha.

diberikan dalam bentulk :

£.

b
C.
d

=

Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud

diagnosis dan pemberian motivasi;

pelatihan dan pendampingan;

pemberian stimulan;

peningkatan akses pemasaran hasil usaha;
penguatan kelembagaan dan kemitraan; dan

bimbingan lanjut.

Paragraf 5
Perlindungan Sosial

Pasal 48

dilakukar{ nleh Pemerintah Daerah melalui ¢

a. bantuan sosial;

b. advokasi sosial; dan/atau

c¢. bantuan hukum.

Pasal 49

dalam Pasal

sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

40

Ketentuan lebih lanjut mengenal rehabilitasi sosial, jaminan sosial,

pemberdayvaan sosial,

Peraturan Bupat.

dan perhindungan sosial diatur

dalam
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Bagian Keempat Belas
Hak Aksesibilitas

Fasal 50

Hak Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

.

Ep

(2)

(4]

mendapatkan Aksesibilitas untuk memanfaatkan [asilitas
publik; dan

mendapatkan  Akomodasi  wvang layak sebagai bentuk
Aksesibilitas bagl individu.

Pasal 51

Pemerintah  Daerah, pihak swasta, dan masyarakat wajib
menjamin infrastruktur yang mudah diakses oleh Penyandang
Disabilitas,

Infrastruktur yang mudah diakses sebagaimana dimaksud pada
avat (1) meliputi :

a. bangunan gedung;

b, jalan;

¢, permukiman; dan

d. pertamanan dan permakaman.

Bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada avat (2) huruf a

terdiri dari bangunan gedung vang memiliki fungsi :

a. hunian;

b. keagamaan;

c. usaha;

d. sosial dan budaya;

e. olahraga; dan

f. khusus.

Ketentuan lebih lanjut mengenai infrastruktur vang mudah
diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dalam Peraturan
Bupati.
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Bagian Kelima Belas

Hal Pelayanan Publik

Pasal 52

Hak Pelayanan Publik untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

=

(1)

(2]

(3]

memperoleh Akomodasi yang layak dalam Pelayanan Publik
secara optimal, wajar, bermartabat tanpa Diskriminasi; dan

pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang
mudah diakses di tcmpat layanan publik tanpa tambahan

biaya.
Pasal 53

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Publik

wajib :

d. menyediakan Pelayanan Publik yvang mudah diakses oleh
Penyandang Disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan;

b. menyediakan panduan Pelayanan Publik yang mudah
diakses oleh penyandang Disabilitas; dan

c. menyebarluaskan dan mensosialisasikan Pelayanan Publik
vang mudah diakses cleh penvandang Disabilitas,

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Pelayanan Publik

dapat bekerja sama dengan korporasi atau badan hukum dalam

ményediaka_n pelayanan jasa transportasi publik.

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelayanan Publik yang mudah

diakses oleh Penyandang Disabilitas diatur dengan Peraturan
Bupati.

Bagian Keenam Belas
Hak Pelindungan dari Bencana

Pasal 54

Hak Pelindungan dari Bencana untuk Penyandang Disabilitas

meliputi hak :
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(2)

mendapatkan mformasi yang mudah diakses akan adanya

bencana;

mendapatkan pengetahuan tentang pengurangan risiko
bencana;

mendapatkan prioritas dalam proses penyelamatan dan evakuasi
dalam keadaan bencana;

mendapatkan fasilitas dan sarana penyelamatan dan evakuasi
yvang mudah diakses; dan

mendapatkan prioritas, fasilitas, dan sarana yang mudah

diakses di lokasi pengungsian.
Pasal 55

Perangkat Daerah vang menyvelenggarakan urusan pemerintahan
di bidang Pelindungan dari Bencana wajib mengambil langkah
vang diperlukan untuk menjamin penanganan Penyandang

Disabilitas pada tahap prabencana, saat tanggap darurat, dan

pascabencana.

Penanganan Penyandang Disabilitas pada tahap prabencana,

saat tangpap darurat, dan pasca bencana antara lain berupa !

a. memberikan informasi yang mudah diakses tentang bencana
kepada Penyandang Disabilitas;

b. memberikan pengetahuan tentang pengurangan resiko
bencana berupa pelatthan dan simulasi penyelamatan
Penyandang Disabilitas dalam situasi darurat kepada
Masyarakar;

c. menyusun kebijakan operasional dalam bentuk standar
operasi dan prosedur evakuasi dan penyelamatan pada
situasi darural yang memberikan perlindungan khusus bagi
Penvandang Disabilitas;

d. memberikan prioritas utama kepada Penyandang Disabilitas
vang mengalami bencana berupa :

1. penyelamatan;
evakuasi,
pengamanan,

pelayanan kesehatan;

oF o B

psikososial; dan
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6. pemenuhan kebutuhan dasar.

c. melakukan  Rehabilitasi dan  rckonstruksi  kepada
Penyandang Disabilitas yvang mengalami dampak bencana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

yvang berlaku.

(3) Penanganan Penyandang Disabilitas sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) harus memperhatikan Akomodasi vang layak dan
Aksesibilitas untuk Penyandang Disabilitas.

(4) Penyandang Disabilitas dapat berpartisipasi dalam

penanggulangan bencana.

Bagian Ketujuh Belas
Hal: Habilitasi dan Rehabilitasi

Pasal 56

Penyandang Disabilitas berhak untuk :

&.

(1]

(2]

Mendapatkan habilitasi dan rehabilitasi sejak dini dan secara
mklusif sesuai dengan kebutuhan;

Bebas memilih bentuk rehabilitasi yang akan diikuti; dan
mendapatkan  habilitasi dan  rehabilitasi yang  tidak

merendahkan martabat maniisia.
Pasal 57

Pemerintah Daerah wajib menvediakan atau memfasilitasi
layanan habililasi dan rehabilitasi untuk Penyandang
Disabilitas.

Habilitasi dan rehabilitasi untuk Penyandang Disabilitas

stbagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan :

a. | mencapai, mempertahankan, dan mengembangkan
kemandirian, kemampuan fisik, mental, sosial, dan
keterampilan Penyandang Disabilitas secara maksimal; dan

b. rne;mberi kesempatan untuk berpartisipasi dan berinklusi di

seluruh aspek kehidupan.
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Bagian Kedelapan Belas
Hak Konsesi

Pasal 58

(1) Pemerintah Daerah wajib memberikan Konsesi untuk
Penyandang Disabilitas.

(2] Pemerintah Daerah mengupayakan pihak swasta untuk
memberikan Konsesi untuk Penyandang Disabilitas.

(3) Pemerintah Daerah  memberikan insentf bagi perusahaan

swasla yang memberikan Konsesi untuk Penyvandang Disahilitas.

Bagian Kesembilan Belas
Hak Pendataan

Pasal 59

(1) Hak pendataan untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :
a. . pendataan penduduk Penyandang Disabilitas; dan
b. memperoleh dokumen kependudukan.

(2) Pendataan Penyandang Disabilitas schagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah vang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil.

{3} Penyelenggaraan pendalaan Penyandang Disabilitas
sehagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara
berjenjang mulai dari tngkat rukun tetangga,/rukun warga

sampai ke tingkat kecamatan.

Bagian Kedua Puluh
Hak Hidup Secara Mandin dan Dilibatkan dalam Masyaralkat

Pasal 60

Hak Hidup Secara Mandiri dan Dilibatkan dalam Masyarakat untuk
Penyandang Disabilitas meliputi hak :
a. mobilitas pribadi dengan penyediaan Alat Bantu dan kemudahan

untuk mendapatkan akses;
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b. mendapatkan kesempatan untuk hidup mandiri di tengah
masyarakat;

¢. mendapatkan pelatihan dan pendampingan untuk hidup secara
mandiri;

d. menentukan sendiri atau memperoleh bantuan dari Pemerintah
darn Pemerintah Daerah untuk menetapkan tempat tinggal
dan/atau pengasuhan keluarga atau keluarga pengzanti:

e. mendapatkan akses ke berbagai pelayanan, baik yang diberikan
di dalam rumah, di tempat permukiman, maupun dalam
masyarakat: dan

. mendapatkan akomodasi yang wajar untuk berperanserta dalam

kehidupan bermasyarakat.

Bagian Kedua Puluh Salu

Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi
Pasal 61

Hak Berekspresi, Berkomunikasi, dan Memperoleh Informasi untuk
Penyandang Disabilitas meliputi hak :
memiliki kebebasan berekspres: dan berpendapat;
mendapatkan informasi dan berkomunikasi melalui media yang
mudah diakses; dan
c. menggunakan dan memperoleh fasilitas informasi dan
komunikasi berupa bahasa isyarat, braille, dan komunikasi

augmentatif dalam interaksi resmi.

Pasal 62

Pemerintah Daerah wajib :

a. memberikan akses atas informasi kepada penyandang
Disabilitas dalam bentuk audio dan visual; dan

b. menyediakan informasi dalam bentuk yang dapat dijangkau dan
dipahami sesuai dengan keragaman disabilitas, kondisi tempat

tinggalnya, tepat waktu dan tanpa biaya tambahan.
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Bagian Kedua Puluh Dua

Hak Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan

Pasal 63

Hak Berpindah Tempat dan Kewarganegaraan untuk Penyandang
Disabilitas meliputi hak ;

a.

berpindah, mempertahankarn, atau memperoleh
Kewdrgancgaidan  scsuai  dongan  ketentuan peraturan
perundang-undangan;

memperoleh, mermiliki, dan menggunakan dokumen
kewarganegaraan  sesuai  dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

keluar atau masuk wilayah Indonesia sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan,

Bagian Kedua Puluh Tiga
Hak Bebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran,
Penyiksaan, dan Eksploitasi

Pasal 64

ITak Bebas dari Tindakan Diskriminasi, Penelantaran, Penyiksaan,

dan Eksploitasi antuk Penyandang Disabilitas meliputi hak :

a.

(1)

(2)

bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga,
bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut: dan

mendapatkan pelindungan dar: segala bentuk kekerasan fisik,

psikis, ekonomi, dan seksual,
Pasal 65

Pemerintah Daerah mem/fasilitasi Penyandang Disabilitas
bersosialisasi dan berinteraksi dalam kehidupan berkeluarga,
bermasyarakat, dan bernegara tanpa rasa takut,

Pemerintah Daerah wajib menjamin Penvandang Disabilitas
bebas dari segala bentuk kekerasan fisik, psikis, ekonomi, dan
sekesual.
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(1)

(2)

(3)

(4]

pengadaan dan pemberian bantuan tenaga ahli dan tenaga
sosial bagi Penyandang Disabilitas untuk melaksanakan duan

membantu untu< meningkatkan kesejahteraan sosial;

. pemberian bantuan sosial kepada Penyandang Disabilitas:

pemberian  kesempatan dan perlakuan yang sama kepada
Penyandang Disabilitas dalam segala aspek kehidupan dan
penghidupan;

pelibatan secara aktl Penyandang Disabilitas dalam Masyarakat:
penyediaan lapangan kerja dan usaha; dan/atau

kegiatan lain yang mendukung terlaksananya peningkatan

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyvandang Disabilitas.

BAB VI
KERJA SAMA

Pasal 60

Pemerintah Daerah dapat mengembangkan pola kerjasama

dalam rangka Penghormatan, Pelindungan dan pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas,

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan vang

berlaku.

Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2] dilakukan

dengan :

a. pemerintah provinsi,

b. pemerintah kabupaten/kota lainnya;

C.  pthak luar negeri; dan/atau

d. pihak ketiza yang membidangi disabilitas.

Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa :
bantuan pendanaan;

b. bantuan tenaga ahli;

C. banluan sarana dan prasarana;

d. pendidikan dan pelatihan;

e. penyuluhan sosial; dan/atau

[.  kerjasama lain sesuai kesepakatan.
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(1)

(2]

(3)

14)

BAB VII
KP2HPD

Pasal 7O

Bupati membentuk KP2HPD dalam rangka pelaksanaan
Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Keanggotaan KP2ZHPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdin dari :

a. kepala perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan

pemerintahan di bidang sosial;

b. perwakilan organisasi Penyandang Disabilitas:
c. perwakilan badan hukum;

d. perwakilan badan usaha;

e. - perwakilan akademisi;

f. tokoh Masyarakat; dan

g. tokoh agama.

KP2HPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki fungsi;

a. mediasi, komunikasi, dan informasi dari Penyvandang
Disabilitas kepada Pemerintah Daerah atau sebaliknya;

b. menerima pengaduan Penyandang Disabilitas berkaitan
dengan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas: dan

¢. menindaklanjuti aduan dari Penyandang Disabilitas.

KP2ZHPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :

a. memberikan usulan, pertimbangan, dan rekomendasi kepada
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dalam pembuatan kebijakan yang berkaitan dengan

' pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas;

b. mendorong upayva peningkatan partisipasi aktif Penvandang
Disabilitas, keluarga dan Masyarakat dalam Pelindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

c. melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan
Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas;

d. menerima, menampung, dan menganalisa pengaduan serta
mengoordinasikan pembelaan secara litigasi dan/atann non-
litigasi;

€ menyalurkan aspirasi terkait Penyandang Disabilitas kepada

pihak vang berwajib; dan

38



f. membangun jaringan kerja dengan berbagai pihak dalam
upaya pengembangan program yang berkaitan dengan

Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.
Pasal 71

Ketentuan lebih lanjut mengenai KP2HPD sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 70 ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 72

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang
Disahilitas.

(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilakukan melalui KPZHPD dan Perangkat Daerah vyang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

(3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) meliputi :

a, penyuluhan;

b. bimbingan;

¢. pelatihan; dan

d. pemenuhan kebutuhan dasar,

(<) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembinaan dan Penpgawasan
sebagaimana dimmaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan
Bupati.

BAB IX
PENGHARGAAN

Pasal 73

(1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada :
a. orang perscorangan yang berjasa dalam Pelindungan dan
Pemenuhan Hak Penyandang Disahilitas:
b. badan hukum, badan usaha, dan lembaga negara vang
mempekerjakan Penyandang Disabilitas; dan
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c. penyedia fasilitas publik yang mudah diakses bagi
Penyandang Disabilitas,

(2) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pemberian

penghargaan sebagaimena dimaksud pada ayat (1) dilakukan

sesual dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBIAYAAN

Paszal 74

Pembiayaan Penghormatan, Pelindungan dan Pemenuhan Hak

Penyandang Disabilitas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan

Belanja Dacrah dan sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku,

BAR XI
LARANGAN

Pasal 75

Setiap Orang dilarang menghalang-halangi dan/atau melarang

Penyandang Disabilitas untuk mendapatkan :

o

B O

he 1

hak pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13;

hak pekerjaan, kewirausahaan, dan koperasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 19;

hak kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26;

hak politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32;

hak keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35;

hak keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36;

hak kebudayaan dan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 38;

hak kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal
40;

hak aksesibilitas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 50;

hak pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52;
hak pelindungan dari bencana sebagaimana dimaksud dalam
Pasgzl 54,

hak habilitasi dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 55;
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m, hak pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59:

.

(1)

(2]

(3]

hak hidup secara mandiri dan dilibatkan dalam masyarakat
sebagaimana dimsksud dalam Pasal 60

hak berekspresi, berxomunikasi, dan memperoleh informasi
sechagaimana dimaksud dalam Pasal 61;

hak berpindah tempat kewarganegaraan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 63;

hak bebas dari tindakan diskriminasi, penelantaran,
penyiksaan, dan eksploitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
654;

hak keadilan dan perlindungan hukum dalam memberikan
jaminan dan pelindungan sebagai subjek hukum untuk
melakukan tindakan hukum vyang sama dengan lainnya
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.

BAB XII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 76

Pemerintah Daerah memberikan sanksi administratif kepada :

a. penyelenggara pendidikan yang tidak melaksanakan
kewajiban scbagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

b. perusahaan swasta yang tidak melaksanakan kewajiban
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2);

c. lasilitas pelayanan kesehatan wyang tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27,

d. tenaga keschatan vang tidak melaksanakan kewajiban
seébagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3] dan

e. pihak swasta dan masvarakat vang tidak melaksanakan
kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1).

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

a. teguran tertulis;

b. penghentian sementara kegiatan;

c. penghentian tetap kegialan;

d. pencabutan sementara izin; dan/atau

e. pencabutan tetap izin.

Tata cara pemberian sanksi administratifl sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.
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BAB XTI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 77

Penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 75 dilakukan oleh Penyidik Kepeclisian Negara Republik

Indonesia sesuai dengan kewenarngan yvang dimilikinya.

BAB XIV
SANKSI PIDANA

Pasal 78

Sefiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 75 dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas,

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 79

(1) Penyediaan sarana dan prasarana umum serta lingkungan dan
sarana angkutan umum bagl Penyandang Disabilitas
dilaksanakan secara bertahap.

(2) Dalam hal penyediaan sarana dan prasarana umum serta
lingkungan dan angkutan umum telah dilaksanakan oleh
Perangkat Daerah terkait, maka harus disesuaikan untuk
memberikan kemudahan akses bagi Penyandang Disabilitas
paling lama dalam waktu 2 (dua) rahun sejak diundangkannya
Peraturan Daerah ini.

Pasal 80

Lembaga Pelindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
vang dibentuk oleh Pemerintah Daerah sebelum berlakunya
Peraturan Daerah ini tetap berlaku dan wajib disesuaikan dengan
Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak

tlEUL--.]diLE,}xd-nl}a PGl el L el Ldeci elli 111,
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BADB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 81

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan
paling lama 2 [dua) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini
diundangkar.

Pasal 82

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar sctiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran

Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi
pada tanggal 9 .Januari 2020

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 13 Januan 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR 2
NOMOR REGESTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR ( 2 - 8 /2020)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB/PATEN GROBOGAN
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

PELINDUNGAN DAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS

PENJELASAN UMUM

Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik
[ndenesia Tahun 1945 telah mengamanatkan tujuan berbangsa dan bernegara,
yaitu memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
Sesual dengan tujuan tersebul, maka Negara terutama pemerintah memiliki
luges dan tanggung jawab untuk memenuhi hak asasi manusia yang tercantum
dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945, Kewajiban dan tanggung jawab tersebuf tercantum juga secara eksplisit
dalam Pasal 281 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945, bahwa “perlindungan, pemajusn, penegakan dan pemenuhan hak
asasl manusia adalah tanggung jawah negara terutama pemerintah®,

Sebagar Warga Negara Indonesia, kedudukan, halk, kewajiban, dan peran
masyaraxat Difabel adalah sama dengan Warga Negara Indonesiu lainnya. Hal
tersebut scbagaimana tercantum dalam Pasal 27 vang menvatakan bahwa
“seliap warga negara berhak memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang
layak bagl kemanusiaan®. Selain i, Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 juga memberi penegasan terhadap pengaturan mengenai
hak asas! manusia, vang menandakan bahwa negara telah memberikan
perhatian yang sungguh-sungguh kepada harkat dan martabat manusia dalam
kehidupan berbangsa dan bernegara. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999
tentang Hak Asasi Manusia sejatinya telah menjamin perlindungan harkat
martabat setiap warga negara yang sudah berlaku sebelum amandemen
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hak asasi
manusia sebagai hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia
bersifal universal, perlu dilindungi, dihormati, dan dipertahankan, sehingga
perlindungan dan hak asasi manusia terhadap kelompok rentan, khususnya
penyandang disabilitas (difabel).
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M.

Penyandang disabilitas atau sering disebut difabel (different able)
merupakan salah satu kelompok warga negara yang seharusnya mempunyai
kesempatan yang sama dalam berbagai kehidupan. Penyandang disabilitas
merupakan kelompok masyarakat yang beragam, diantaranya penyandang
disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun
gabungan dari disabilitas fisik dan mental. Kondisi penyandang disabilitas
tersebut mungkin hanya sedikit berdampak pada kemampuan untuk
berpartisipasi di tengah masyarakat, atau bahkan berdampak besar schingga
memerlukan dukungan dan bantuan dari orang lain. selain itu, penyandang
disabilitas menghadapi kesulitan vang lebih besar dibandingkan masvarakat
non  disahilitas dikarenakan hambatan dalam mengakses layanan umum,
seperti akses dalam layanan pendidikan, kesehatan, maupun dalam hal
ketenagakerjaan.

Sejalan dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun
2016 tentang Penyandang Disabilitas, maka perlu adanya regulasi di tingkat
dacrah scbagai pedmﬁan operasional bagi Pemerintah Kabupaten Grobogan di
dalam melakukan pemenuhan hak Penvandang Disabilitas. Oleh karena itu di
dalam Peraturan Daerah ini antara lain diatur mengenai ragam Penyandang
Disabilitas;, pelindungan dan pemenuhan hak Penyandang Disabilitas, peran
serta masyarakar, koordinasi, kerjasama, pembinaan dan pengawasan,

penghargaan dan pembiayaan.
PEN.TELASAN PASAL MEMT PARAL,

Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2

Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Culkup jelas.
Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a
Yang dimalesud dengan “Penyandang Disabilitas fisik” adalah

terganggunya [ungsi gerak, antara lain amputasi, lumpuh
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layuh atau kaku, paraplegi, celebral palsy (CP), akibat stroke,
akibat kusta, dan orang kecil,

Huruf b
Yang dimaksud dengan *Penyandang Disabilitas intelektual®
adalah terganggunya fungsi pikir karena tingkat kecerdasan di
bawah rata-rata, antara lain lambat belajar, disabilitas grahita
dan down syndrom.

Hurufc

Yang dimaksud dengan “Penvandang Disabilitas mental®

adalah terganggunya fungs: pikir, emosi, dan perilaku, antara

lain :

a. psikososial di antaranya skizofrenia, bipolar, depresi,
anxietas, dan gangguan kepribadian; dan

b. disabilitas perkembangan yang berpengaruh pada
kemampuan interaksi sosial di antaranya autis dan
hiperaktif.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas sensorik”
adalah terganggunya salah satu fungsi dari panca indera,
antara lain disabilitas netra, disabilitas rungu, dan/atau
disabilitas wicara.
Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas ganda atau multi®

adalah Penyandang Disabilitas yvang mempunyai dua atau lebih

ragam disabilitas, antara lain disabilitas runguwicara dan disabilitas

netra-tul.

Yang dimaksud dengan “dalam jangka waktu lama” adalah jangka

waktu paling singkat 6 (enam) bulan dan/atau bersifat pcrmanen.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7
Cukup jelas,
Pasal 8
Yang dimaksud dengan stigma adalah ciri negatif yang menempel pada
pribadi sescorang karena pengaruh lingkungannya.
Pasal 9
Cukup jclas;
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Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Yang dimaksud dengan pendidikan inklusif adalah sistemn
penyelenggaraan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada semua
peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan
dan/atau bakat istimewa untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran
dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama dengan peserta
didik pada umumnya.
Yang dimaksud dengan pendidikan khusus adalah pendidikan  bag
peserta didik y-ang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses
pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial, dan/atau
memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.

Pasal 14
Cukup jeias.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Culup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas,

Pasal 23
Cukup jelas,
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Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.

Paszl 27

Cukup jelas.

Puasal 28
Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3]

Cukup jelas

Ayat (4]

Pasal 29

Yang dimaksud dengan Spesimen adalah bahan vang berasal
dan/atau diambil dari tubuh manusia untuk tujuan diagnostik,
penclitian, pengembangan, pendidikan dan/alau analisis lainnya,
termasuk new-emerging dan reemerging dan penvakit infeksi
berpotensi pandemik.

Yang dimaksud dengan telemedisin adalah pengiriman lavanan
perawatan Kesehatan dengan mempertimbang-kan jarak dan
menggunakan teknologi informasi serta komunikasi, meliputi
pertukaran informasi diagnosis, pengobatan dan pencegahan
penvakit dan cedera, penelitian dan evaluasi serta pendidikan

berkelanjutan penyedia layanan kesehatan.

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
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Pasal 34

Culwup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas;
Pasal 40

Cukup jelas,
Pasal 41

Cukup jelas.
Pasal 42

Cukup jelas.
Pasal 43

Cukup jelas.
Pasal 44

Cukup jelas,
Pasal 45

Cukup jelas,
Pasal 46

Culkup jelas,
Pasal 47

Cukup jelas,
Pasal 48

Cukup jelas.
Pasal 49

Cukup jelas.
Pasal 50

Cukup jelas.
Pasal 51

Avat (1)

Cultup jelas.
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